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PUTUSAN

Nomor 2910/Pdt.G/2023/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama

dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxx, lahir di Brebes, 12 Februari 1972,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SAKSI 2,

semula  tempat  tinggal  sesuai  KTP  di  Kampung

Cibodas RT 006 RW 004 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxx xx xxx xx xxx Kecamatan Cibodas xxxxxxxxx

xxxxxxx Provinsi Banten, namun saat ini berdomisili di

Jalan  Gowok  Raya  Kampung  Cibodas  No.  40

(kontrakan bapak Jawir  Tukang Sayur) RT 003 RW

005 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx

xxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxx  Provinsi

Banten, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  lahir di  Kuningan, 16 Februari  1979, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

xx  xxxxx  xxxxx  xxxx  xxxxxxx  xxxxxxx  xxx  xx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx  xxx  xxx

xxx  xxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, semula bertempat tinggal

di  Kampung Cibodas RT 006 RW 004 xxxxx xxxxx

xxxx  xxxxxxx  xxxxxxx  xx  xxx  xx  xxx  xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi  Banten,  namun

sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat
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dan  keberadaannya  yang  pasti  dan  jelas  baik  di

Wilayah  Indonesia  maupun  di  Luar  NegerI  (Ghoib),

sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam

berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; 

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya  tertanggal  6

Desember  2023 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tangerang  pada  tanggal  yang  sama  dengan  register  perkara  Nomor

2910/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 1996, Pemohon

dengan  Termohon  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Darma Kabupaten  Kuningan  Provinsi  Jawa  Barat, sesuai  Kutipan

Akta Nikah Nomor 393/15/I/1996 tertanggal 4 Januari 1996;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan

Termohon  bertempat  tinggal  terakhir  di  kontrakan  di  Kampung

Cibodas RT 006 RW 004 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx

xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Banten;

3. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon dengan

Termohon telah  berhubungan sebagaimana  layaknya  suami  istri

(ba’da  dukhul)  dan  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang

bernama:

3.1 ANAK KE 1, perempuan lahir di Kuningan tanggal 25

November 1997;

3.2 ANAK  KE  2,  laki-laki  lahir  di  Kuningan  tanggal  7

Februari 2002;
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4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon

dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak

bulan  Maret  tahun  2012 rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh: 

4.1 Termohon  memiliki  sifat  susah  untuk  diatur  bahkan

Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon selalu membantah;

4.2 Termohon  tidak  bisa  menjalani  kewajiban  sebagai

seorang  isteri  dan  sudah  tidak  peduli  dengan  keadaan

Pemohon;

4.3 Termohon  sering  berkata  kasar  kepada  Pemohon

seperti kata binatang dan hinaan;

5. Bahwa,  puncak  perselisihan hubungan  antara  Pemohon

dengan  Termohon tersebut  terjadi  kurang lebih  pada  tahun 2016,

yang  akibatnya  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dari

kediaman  terakhir,  tidak  pernah  memberikan  kabar  sama  sekali

kepada Pemohon dan tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini

pun Termohon tidak  diketahui  alamatnya  yang  jelas  dan  pasti  di

wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri (ghoib);

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon,

namun  Pemohon  tetap  tidak  mengetahui  keberadaan  Termohon

sampai  sekarang  dan  untuk  menguatkan  gugatannya  Pemohon

melampirkan surat  keterangan ghoib  yang dikeluarkan oleh  xxxxx

xxxxx  xxxx  xxxxxxx  xxxxxxx  xx  xxx  xx  xxx  xxxxxxxxx  xxxxxxx

xxxxxxxxx  xxxxxxx  Provinsi  Banten, dengan  Nomor  472.23/391-

Kemas/XII/2023 tertanggal 4 Desember 2023;

7. Bahwa,  akibat  tersebut  di  atas,  Pemohon  sudah  tidak

sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon

dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi  untuk melanjutkan rumah

tangga  dengan  Termohon,  maka  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi

Pemohon  menceraikan  Termohon  dihadapan  sidang  Pengadilan

Agama Tangerang;
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8. Bahwa,  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  permohonan

Pemohon  telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  diatur

dalam  Pasal  19  PP  No.  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  Kompilasi

Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar

dibebankan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama  Tangerang cq. Majelis  Hakim untuk memeriksa dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak 1 (satu) Raj’i kepada Termohon (TERMOHON) di

hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  yang  menyidangkan  perkara  ini

berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  menurut  relaas

panggilan Nomor 2910/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 7 Desember 2023 dan

8 Januari 2024 melalui  pengumuman  Radio  yang  dibacakan  dalam

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi  tidak dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  oleh  karena  Termohon atau  kuasanya  yang  sah  tidak

pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan

Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK

xxxxxxxxxxxxxx,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota

Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf

Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/15/I/1996 tertanggal

4  Januari  1996,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Provinsi

Jawa  Barat,  bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf

Ketua Majelis;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor  472.23/391-

Kemas/XII/2023 tertanggal  4  Desember 2023,  yang dikeluarkan

oleh  Kepala  xxxxx  xxxxx  xxxx  xxxxxxx  xxxxxxx  xx  xxx  xx  xxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Banten, bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian

diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI  1,  tempat  tanggal  lahir  Brebes  8

Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
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tangga, tempat tinggal di Jl. Brebes Pakijangan Selatan RT 002

RW  006  No.  71  Kelurahan  Pakijangan  Kecamatan  Bulakamba

Kabupaten  Brebes,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dan

Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

bertempat tinggal terakhir di Kampung Cibodas RT 006 RW 004

xxxxx  xxxxx  xxxx  xxxxxxx  xxxxxxx  xx  xxx  xx  xxx  xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  pada  awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun

sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon terjadi sejak bulan Maret 2012;

- Bahwa  saksi  mengetahui  dari  kehidupan  rumah

tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dari  cerita

Pemohon kepada saksi mengenai  perselisihan Pemohon dan

Termohon tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon  karena  Termohon  tidak  bisa  menjalani  kewajiban

sebagai seorang istri dan sudah tidak peduli dengan keadaan

Pemohon;

- Bahwa pada tahun 2016 Termohon pergi dari tempat

kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan tidak pernah

kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti

baik di  dalam maupun di  luar di  wilayah Republik Indonesia,
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Pemohon  telah  berusaha  mencari  namun  alamat  Termohon

tidak diketemukan;

- Bahwa  saksi  dan  keluarga  Pemohon  pernah

mendamaikan  Pemohon  dan  Termohon  agar  rukun  kembali,

namun tidak berhasil;

- Bahwa  sekarang  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

merukunkan Pemohon dan Termohon; 

2. SAKSI 2,  tempat tanggal  lahir  Tangerang 10

Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan

swasta, tempat tinggal di Jalan Pusaraya RT 002 RW 009 No. 40

Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas xxxxxxxxx xxxxxxx,

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya,

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dan

Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

bertempat tinggal terakhir di Kampung Cibodas RT 006 RW 004

xxxxx  xxxxx  xxxx  xxxxxxx  xxxxxxx  xx  xxx  xx  xxx  xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  pada  awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun

sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon terjadi sejak bulan Maret 2012;

- Bahwa  saksi  mengetahui  dari  kehidupan  rumah

tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dari  cerita
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Pemohon kepada saksi mengenai  perselisihan Pemohon dan

Termohon tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon  karena  Termohon  tidak  bisa  menjalani  kewajiban

sebagai seorang istri dan sudah tidak peduli dengan keadaan

Pemohon;

- Bahwa pada tahun 2016 Termohon pergi dari tempat

kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan tidak pernah

kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti

baik di  dalam maupun di  luar di  wilayah Republik Indonesia,

Pemohon  telah  berusaha  mencari  namun  alamat  Termohon

tidak diketemukan;

- Bahwa  saksi  dan  keluarga  Pemohon  pernah

menasehati  Pemohon  agar  bersabar  dan  mengurungkan

niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa  sekarang  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

merukunkan Pemohon dan Termohon; 

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan

saksi-saksi  yang  diajukan,  kemudian  Pemohon menyampaikan

kesimpulan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  permohonan  semula  dan

mohon putusan; 

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita  acara sidang perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  mediasi  atas  perkara  ini  tidak  bisa

dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  mediasi

mengharuskan  kehadiran  kedua  belah  pihak  yang  berperkara,  sedang
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Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan

Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Majelis  telah  berupaya

menasihati  Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya

dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa oleh karena  Termohon tidak  pernah hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan  yang

sah,  maka  Termohon harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan  perkara  ini

dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena  Termohon telah dinyatakan tidak

hadir,  dan  permohonan  Pemohon mempunyai  alasan  serta  tidak

bertentangan  dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125

ayat 1 HIR,  permohonan  Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara

verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Pemohon mengajukan

permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya

sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  puncaknya  terjadi  sejak  tahun  2016  sehingga

sejak  itu  antara  Pemohon  dengan  Termohon berpisah  rumah  sampai

sekarang,  selama pisah  rumah  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah

tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami-istri, bahkan tidak diketahui lagi alamat Termohon baik di

dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan Pemohon

karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  namun  karena

perkara  ini  perkara  perceraian,  maka Pemohon tetap  diwajibkan  untuk
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membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat

bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  dalam  tahap  pembuktian  Pemohon telah

mengajukan  bukti  P.1,  P.2  dan  P.3,  serta  telah  menghadirkan  2  (dua)

orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  yang  diajukan  Pemohon berupa

fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang

berwenang sebagai  akta  otentik  yang tidak  dibantah dan memiliki  nilai

pembukti  yang  sempurna  (vide Pasal  1870  KUH  Perdata),  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut

menerangkan tentang identitas  Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti

bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  yang  diajukan  Pemohon adalah

merupakan bukti otentik dan memiliki nilai pembukti yang sempurna (vide

Pasal 1870 KUH Perdata), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen)

dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan  materil  pembuktian.  Berdasarkan  bukti  P.2,  terbukti  Pemohon dan

Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 1996

dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan

Termohon.  Oleh  karenanya  Majelis  menilai  hubungan  Pemohon dan

Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon

dan  Termohon  mempunyai  hubungan  hukum  dan  berkualitas  sebagai

pihak dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa bukti  P.3  berupa fotokopi  Surat  Keterangan,

alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan

ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai  jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor

10  tahun  2020,  dan  secara  Materiil  alat  bukti  tersebut  sangat  relevan

berkaitan  dengan  perkara  aquo oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  menilai

terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Termohon telah tidak

diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan

saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi alamat dengan

pasti  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  (gaib)  maka  pemanggilan

kepada Termohon melalui siaran radio;

Menimbang,  bahwa  terhadap  kedua  orang  saksi  yang  diajukan

Pemohon  tersebut,  oleh  karena  secara  formil  maupun  materil  telah

memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 175 HIR dan Pasal 1911

KUH  Perdata,  juga  ternyata  memberi  keterangan  di  muka  sidang

sebagaimana ketentuan Pasal 145-147 HIR dan Pasal 1909-1911 KUH

Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait

dengan yang didalilkan Pemohon,  sehingga Majelis  menilai  keterangan

para saksi tersebut sudah mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah dan

dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Pemohon

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada

tanggal  4 Januari  1996,  dari  pernikahan tersebut  telah dikaruniai  2

(dua) orang anak; 

2. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tidak  rukun  lagi

sejak bulan Maret 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalani kewajiban sebagai

seorang istri dan sudah tidak peduli dengan keadaan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun

2016  hingga  sekarang  dan  Termohon  yang  meninggalkan  tempat

kediaman  bersama,  bahkan  sekarang  tidak  diketahui  alamat

Termohon baik di dalam di luar wilayah Republik Indonesia; 

4. Pihak  keluarga  sudah  berupaya  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon agar rukun kembali  dalam membina rumah tangga tetapi

tidak berhasil; 
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa pada fakta angka (1) Pemohon dan Termohon

adalah pasangan suami istri sah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan

belum  pernah  bercerai,  dengan  demikian  Pemohon  dan  Termohon

berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon

berhak  mengajukan  permohonan  cerai  talak  terhadap  Termohon  ke

Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  angka  (2)  yang  apabila

dihubungkan dengan  fakta  angka (3)  rumah tangga  Pemohon dengan

Termohon sudah tidak  harmonis  lagi  karena sering  terjadi  perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2012 dan sejak

tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan

kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan berdasarkan fakta angka

(4)  pihak  keluarga  pernah  berusaha  menasehati  dan  merukunkan

Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Fakta ini telah membuktikan

secara yuridis bahwa permohonan Pemohon  telah memenuhi salah satu

alternatif  alasan  perceraian  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  19  f

Peraturan Pemerintah  Nomor 9  Tahun 1975 jo.  Pasal  116 f  Kompilasi

Hukum Islam  yaitu  rumah tangga  Pemohon dan Termohon telah  terus

menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), atas

dasar  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon telah  berada  dalam  kondisi  pecah  (broken

marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi sesuai dengan Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2022  yang  telah

disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
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2023 yang berbunyi ”Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti

suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan

telah  berpisah  tempat  tinggal  paling  singkat  6  (enam)  bulan  kecuali

ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran  secara  terus  menerus

akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

keadaan  tersebut  telah  menunjukkan  hubungan  interpersonal  sudah  tidak

terkoordinasi  dan  sudah  saling  tidak  memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagai

suami istri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin  sehingga

sulit akan mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal 3  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran

surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

بيَنْكَمُْ            وجََعلََ إليَهْاَ إ إتسَْكنُوُا ل أزَْواَجًا كمُْ أنَفُْسإ مإنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ إهإ آياَت ومَإنْ

يتَفَكَرُّونَ        ٍ إقوَمْ لياَتٍل إكَ ذلَ فإي إنّ إ ورََحْمَةً مَودَةًّ

Artinya  :  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  adalah,  Dia

menciptakan untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih

sayang,  sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-

tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  maka  perlu

dicarikan pintu jalan keluar (way out), maka dari itu perceraian merupakan

solusi  yang  dapat  dipertimbangkan,  agar  keduanya  lepas  dari  beban

pendiritaan lahir batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga

untuk  mempertahankannya,  patut  diduga  bahwa  hal  itu  akan

menimbulkan  kemudaratan  (mafsadat lebih  besar  dari  maslahatnya),
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padahal  menolak  mafsadat lebih  diutamakan  dari  mencapai

kemaslahatan.  Ketentuan  tersebut  sesuai  dengan  kaidah  fikih  yang

diambil menjadi pertimbangan Majelis, yang berbunyi:

المصالح    جلب من المفاسد  أولى درء  

Artinya : ”Mencegah hal-hal yang negative harus lebih didahulukan dari

pada menarik hal-hal yang positif ”; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  perlu  mengetengahkan

Firman Allah dalam surat al-Baqarah  ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلق عزموا وإن

 “Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh

Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kaidah fikih dan  doktrin  pakar

hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai

berikut: 

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

ينفع ولم الزوجين الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار وقد

نصائح  لن روح غير من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث صلح ول فيها

معناه  تأباه وهذا المؤبد بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن الستمرار

العدالة روح

 “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi

nasehat/perdamaian,  dan  hubungan  suami  istri  menjadi  tanpa  ruh

(hampa),  sebab  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah

satu  suami  isteri  dengan  penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  adalah

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

2. Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i,

halaman 100:

فىذلك   الشقاق مع لتستقيم الزوجية الحياة فان عداما من والنـزاع

وسلوكهم  بتربية ضرربالغ متباغضين بين إجتماع فى ولخير الولد
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كان  النـزاع هذا أسباب يكن ومهما فإنه  خطيرا أن الخير من اوتافها

العل  واحد لكل يهيئ الله لعل الزوجين هذين بين الزوجية قة تنتهى

 الستقرار و نينة الطمأ معه يجد لحياته أخر شريكا منهما

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan

adanya  perpecahan  dan  pertentangan,  selain  itu  justru  akan

menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan

perkembangan  mereka,  dan  tidak  ada  kebaikannya  mengumpulkan

dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-

sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut

dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah

mengakhiri  hubungan  perkawinan  antara  dua  orang  suami  istri  ini.

Mudah-mudahan  (sesudah  itu)  Allah  menyediakan  bagi  mereka

pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu

diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah

beralasan  hukum serta  tidak  melawan hak dan  oleh  karena Termohon

tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1)

HIR  permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan  dengan  verstek  dengan

memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i

terhadap  Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Tangerang

setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap  pada  waktu  yang  akan

ditentukan  kemudian  sesuai  ketentuan  Pasal  131  ayat  (3)  Kompilasi

Hukum Islam;  

Menimbang,  bahwa  karena  berdasarkan  bukti  tertulis  (P.2)  dan

keterangan saksi  antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak

pernah  bercerai,  maka  berdasarkan  maksud  ketentuan  Pasal  118

Kompilasi  Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon

adalah talak satu;  

Biaya Perkara
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan

Pasal  90 ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006  jo.  Pasal  91A Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan

Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka

semua  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  Pemohon  untuk

membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan

Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan

permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin

kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap  Termohon (TERMOHON) di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Tangerang;

4. Membebankan

kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah

Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Tangerang  pada  hari  Rabu  tanggal  24 April  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal  15  Syawal 1445 Hijriah oleh  H.Muhammad

Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H., dan Drs.

Suhardi, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  Putusan  tersebut
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diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk  umum  oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti

Rodiah,  S.H.I.,  M.H. sebagai  Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

       Ttd                                                                      Ttd

Drs. M. Rizal, S.H., M.H. Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 825.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 970.000,00

          (sembilan tujuh puluh ribu rupiah).
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